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WAKAF HUTAN UNTUK KELESTARIAN ALAM  
 
Abstrak 
Wakaf adalah salah satu instrumen hukum Islam untuk menangani masalah 
ummat, salah satunya adalah masalah lingkungan yang terkait dengan 
pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. Penelitian ini 
dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif analitik. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa wakaf lingkungan mampu menyeimbangkan 
pembangunan serta kelestarian lingkungan yang mengarah pada pelestarian 
lingkungan yang berkelanjutan dan kesetaraan antargenerasi, di mana 
generasi mendatang masih dalam tingkat pemanfaatan yang sama dengan 
generasi sekarang, dalam hal variasi pilihan, kualitas, dan akses ke sumber 
daya alam. 
 
Kata kunci: wakaf , penelitian, dan kelestarian. 
 
Abstract 
Waqf is one of the instruments of Islamic law to deal with the problem of 
the Ummah, one of which is an environmental problem related to 
sustainable development and intergenerational justice. This research was 
conducted qualitatively with a descriptive analytic design. The results of the 
study show that environmental endowments are able to balance 
development and environmental sustainability that lead to sustainable 
environmental preservation and intergenerational equality, where future 
generations are still at the same utilization level as current generations, in 
terms of variations in choice, quality, and access to natural resources . 
 
Keywords: waqf, research, and sustainability. 
 
1. PENDAHULUAN 
Kata wakaf dapat diartikan dengan menahan suatu benda yang kekal 
zatnya,yang dapat diambil manfaatnya guna memberikan di jalan kebaikan. 
Difinisi wakaf yaitu, menahan harta benda yang secara hukum tetap menjadi 
milik pewakaf (waqif) dan mensedekahkan manfaatnya untuk tujuan-tujuan 
kebaikan. Dari definisi ini dapat di pahami beberapa hal sebagai berikut 
yaitu harta wakaf  yang telah di wakafkan itu tidak hilang dari kepemilikan 
pewakaf  (waqif) dengan kata lain bahwa harta itu tetaplah menjadi milik 
orang pewakaf, yang disedekahkan atau didarmakan hanya manfaatnya saja 
bukan pokok hartanya, wakaf itu sifatnya adalah ja’iz ghairu lazim, yakni 
hukumnya hanyalah boleh dan dianjurkan, akan tetapi tidaklah 
menghilangkan hak kepimilikannya. Konsekuensinya pewakaf dibolehkan 
untuk menarik kembali harta yang telah diwakafkannya tersebut sekaligus 
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dapat menjualnya, dan manakala waqif meninggal dunia maka harta wakaf  
tersebut dapat menjadi harta warisan. 
 Hutan wakaf yaitu konservasi huatan berbasis wakaf yang tujuan 
jangka panjangnya untuk kepentingan ekologis. Para inisiatornya membeli 
lahan kritis di daerah tersebut untuk di sulap menjadi hutan sehingga fungsi 
ekologis hutan sebagai sumber mata air, penyerapan karbon, dan ‘rumah’ 
bagi sejumlah satwa benar-benar terwujud nantinya. 
 Hutan wakaf merupakan gerakan inovasi pelestarian lingkungan 
yang diawali dengan penggalan dana sukarela dari masyarakat yang 
hasilnya dibelikan lahan kritis untuk dihujaukan kembali menjadi hutan. 
Setelah lahan kritis kembali hijau dan memiliki nilai ekologis, akan 
diwakafkan untuk masyarakat desa dengan syarat hutan tersebut harus tetap 
dijaga dan tidak boleh dirusak Hutan Wakaf tidak hanya menjawab 
permasalahan kerusakan alam, namun juga membawa manfaat secara 
ekonomi. Hal ini karena lahan yang dijadikan hutan wakaf akan ditanami 
aneka pohon bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. 
Konservasi secara langsung melalui pembelian lahan kritis. Nantinya 
akan diperuntukkan untuk membangun hutan yang berfungsi secara 
ekologis, baik sebagai sumber mata air maupun sebagai penyerap karbon, 
ketersediaan buah-buahan dan tanaman obat bahkan kayu untuk papan 
keranda, tempat bersarangnya burung-burung, lebah madu, primata dan 
species lainnya, seterusnya akan diwakafkan dan disertifikatkan atas nama 
semua orang yang telah menyumbang.  
Pertumbuhan penduduk dan kepentingan kapital yang semakin tinggi 
akan lahan telah memberi tekanan yang lebih serius terhadap lahan yang 
seharusnya dikonservasi. Banyak status lahan berubah fungsi. Ancaman 
utama terhadap hutan selama ini adalah konversi langsung untuk pembuatan 
pemukiman, jalan, perkebunan besar dan lainnya. Hektaran hutan yang 
dikelola negara sewaktu-waktu bisa saja dikonversi oleh rezim yang tengah 
berkuasa, apalagi dengan sebidang lahan yang dimiliki secara pribadi oleh 
masyarakat. Walaupun negara sebenarnya juga melarang konversi pada 
lahan-lahan tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa rezim berikutnya 
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tidak akan merubah aturan hukum yang telah ada. Kondisi target kami 
terfokus pada lahan kritis dan lahan potensial. Jika lahan kritis dibiarkan dan 
tidak ada perlakuan perbaikan, maka keadaan itu tidak bermanfaat bagi 
ekologi, hidrologi dan ekonomi masyarakat. Sedangkan lahan potensial 
adalah lahan yang belum dimanfaatkan dan jika dikelola akan mempunyai 
nilai dan manfaat ekologi, hodrologi dan ekonomis yang besar. Kedua 
kondisi target tersebut jika disediakan dan diperuntukkan bagi tersedianya 
sumber daya hutan bagi generasi mendatang melalui instrumen wakaf, pasti 
akan memberikan harapan yang lebih besar dalam merefleksikan pesan 
kearifan lingkungan, shadaqah jariyah, konservasi dan aspek rahmatan 
lil’alamin.  
Hutan wakaf adalah salah satu tawaran dalam mencermati dinamika 
pengelolaan hutan yang selama ini secara faktual masih didasarkan pada 
pendekatan sekularistik dan ateistik. Padahal, ada potensi besar yang 
berpeluang diakomodasi dalam masyarakat di tanah air yang dominan 
beragama Islam. Doktrin ekologis yang Islami adalah sebuah peluang untuk 
diterapkan, dengan harapan pelestarian hutan akan lebih mudah diterima 
dan tidak ditentang, dengan suatu keyakinan sosial komunitas Muslim 
bahwa nilai dan motivasi spiritual menjadi dasar penerapan.  Sebuah 
inisiatif yang kami namakan “Hutan Wakaf” sedang dirancang dan 
dihadirkan secara nyata ke dalam pembangunan berkelanjutan. 
Instrumennya adalah pengelolaan berdasarkan prinsip kelestarian, dalam 
Islam disebut Wakaf. Melalui instrumen wakaf, setiap benda bernilai akan 
tetap utuh dan terhindar dari degradasi. Dengan instrumen wakaf, kita bisa 
membangun hutan yang lestari. Dengan instrumen wakaf, kita bisa 
menginisiasi hutan wakaf. Urgensi wakaf berupa hutan adalah sebuah 
pertimbangan terhadap ancaman krisis lingkungan yang terus meningkat, 
terutama dampak dari deforestasi yang tak terkendali. Hal ini perlu 
mendapat perhatian lebih dari ummat Islam karena menyangkut upaya vital 
menjaga kelangsungan planet bumi dan penduduknya, baik untuk kehidupan 




2. METODE  
Penelitian ini berdasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan 
pendekatan doktrinal, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepkan, 
sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga 
atau oleh pejabat negara yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu 
lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di 
masyarakat. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan, hanyalah “terbatas” 
pada peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek 
yang diteliti. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif 
yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder, yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum skunder 
dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara 
sistimatis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya 
dengan masalah yang diteliti (Soekanto, 2008). 
Data sekunder yang berupa bahan–bahan hukum yang terdiri dari 
bahan hukum primer yaitu bahan hukum ysng bersifat mengikat dan bahan 
hukum sekunder serta bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum 
yang bersifat aotoritatif yaitu norma, kaidah, dasar dan peraturan 
Perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang di 
gunakan antara lain: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 
2004 Tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 
tahun 2015 Tentang Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan 
Hutan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2015 
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 
2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan. Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria. 
Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang 
hukum yang merupakan dokumken resmi yang memberikan penjelasan 
terhadap bahan hukum primer berupa literatur-literatur dan jurnal yang 




3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kata wakaf atau Waqf berasal dari bahasa Arab Waqafa. Asal kata waqafa 
berati menahan atau berhenti atau diam di tempat (Direktorat Pemberdayaan 
wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen 
Agama RI, 2007). Wakaf berarti menahan, karena wakaf ditahan dari 
kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan 
wakaf. Selain itu dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya 
ditahan dan dilarang bagi siapapun dari orang-orang yang berhak atas wakaf 
tersebut (Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan 
Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007). 
Menurut istilah syara’, Muhammad Jawad Mughniyah dalam 
bukunya al-Ahwalus-Syakhsiyah sebagaimana dikutip oleh abdul halim, 
menyebutkan bahwa wakaf adalah suatu bentuk pemberian yang 
menghendaki penahanan asal harta dan mendermakan hasilnya pada jalan 
yang bermanfaat (Direktorat Pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal 
Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007). 
Menurut istilah wakaf adalah menahan harta sehingga tidak bisa 
diwariskan, dijual atau dihibahkan dan mendermakan hasilnya kepada 
penerima wakaf (Halim, 2005). 
Pengertian ini sesuai dengan wujud wakaf yang terdapat dalam 
hadist muslim dan Umar Bin Khatab ra. Yang menyatakan wakaf tidak 
boleh dijual belikan, diwariskan, atau dihibahkan. Para ulama lain 
memberikan pengertian terhadap wakaf tanpa menambah kata yang 
menunjukkan larangan untuk menjual, mewariskan atau menghibahkan. 
Salah satu dari pengertian-pengertian yang mereka berikan ialah dalam buku 
fiqh wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya 
kepada seseorang atau Nazir (pengurus wakaf), atau kepada suatu badan 
pengelola  dengan ketentuan  bahwa hasil atau manfaatnya digunakan 
kepada hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam (Qol’ahji, 1999). 
Dalam berwakaf terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, 
diantaranya yaitu (Usman, 1999): Al-Wakif, yaitu orang berwakaf, Al-
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Mauquf, yaitu benda yang diwakafkan, Al-Mauquf ‘alaihi, yaitu orang yang 
menerima manfaat wakaf, Sighan yaitu lafadz atau ikrar wakaf. 
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dala berwakaf adalah 
sebagai berikut: Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (ahliyah), 
yakni kemapuan untuk melakukan tindakan tabarru’(melepaskan hak milik 
untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan 
materil). 
Istilah hukum kehutanan merupakan terjemahan dari Boswezen 
Recht (Belanda) atau Forrest Law (Inggris). Menurut hukum Inggris Kuno 
yang disebut forrest law (hukum kehutanan) adalah: “The System or body of 
old law relating to the royal forrest” (Black, 1979: 584). Artinya suatu 
sistem atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-
hutan kerajaan. 
Dari definisi di atas, tampaklah bahwa hukum kehutanan kuno hanya 
mengatur hutan-hutan yang dikuasai kerajaan, sedangkan hutan rakyat 
(hutan milik) tidak mendapat pengaturan secara khusus dalam peraturan 
perundang-undangan Inggris. Namun, dalam perkembangannya aturan 
hukum mengenai kehutanan disempurnakan pada tahun 1971 melalui Act 
1971. Di dalam Act 1971 ini tidak hanya mengatur hutan kerajaan semata-
mata, tetapi juga mengatur hutan rakyat (hutan milik). 
Dalam kaitan dengan ini Idris Sarong Al Mar, mengatakan bahwa 
yang disebut dengan hukum kehutanan, adalah: 
“Serangkaian kaidah-kaidah/norma-norma (tidak tertulis) dan 
peraturan-peraturan (tertulis) yang hidup dan dipertahankan dalam 
hal-hal hutan dan kehutanan.” (Al Mar, 1993: 8) 
 
Definisi ini senada dengan definisi yang dirumuskan Biro Hukum 
dan Organisasi, Departemen Kehutanan. Yang disebut hukum kehutanan, 
adalah: 
“Kumpulan (himpunan) peraturan baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis yang berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersangkut 
paut dengan hutan dan pengurusannya.”(Biro Hukum dan 




Hukum kehutanan dalam kedua definisi di atas dititikberatkan pada 
kekuasaan negara dalam pengelolaan dan pengurusan hutan dan kehutanan 
semata-mata, padahal persoalan itu tidak hanya menjadi urusan negara, 
tetapi juga menjadi urusan manusia secara perseorangan, jika ia 
mengusahakan penanaman kayu di atas tanah hak miliknya. Oleh karena itu, 
yang dimaksud dengan Hukum Kehutanan, yaitu: 
“Hukum kehutanan adalah kumpulan kaidah/ketentuan hukum yang 
mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, 
dan hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan dan 
kehutanan.” (Salim, 2008: 6) 
Ada tiga unsur yang tercantum dalam rumusan hukum kehutanan, 
yaitu: (1) adanya kaidah hukum kehutanan, baik yang tertulis maupun tidak 
tertulis, (2) mengatur hubungan antara negara dengan hutan dan kehutanan, 
dan (3) mengatur hubungan antara individu (perseorangan) dengan hutan 
dan kehutanan. 
Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia 
Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan itu tidak hanya pembangunan 
di bidang fisik semata-mata, tetapi keseimbangan antara pembangunan di 
bidang fisikdan spiritual. Dengan demikian, antara keduanya saling 
keterkaitan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya. 
Pembangunan di bidang fisik adalah pembangunan yang bersifat 
materiil/kebendaan, seperti misalnya, pembangunan di bidang transportasi, 
irigasi, perumahan, waduk, instalasi “Microwave”, dan lain-lain. 
Salah satu faktor yang menunjang dalam pembangunan di bidang 
fisik adalah tanah, karena pada tanah tersebutlah tempat dibangunnya suatu 
proyek. 
Tanah yang diperuntukkan bagi pembangunan proyek dapat 
digunakan tanah yang berstatus sebagai tanah Negara maupun tanah hak 
milik. Namun, apabila kedua jenis tanah tersebut tidak memungkinkan lagi 
dapat digunakan kawasan hutan. 
Pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan 
fungsi dan peruntukannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan penggunaan 
kawasan hutan yang menyimpang dengan fungsi dan peruntukannya, 
dengan syarat ada persetujuan atau izin Menteri Kehutanan (Pasal 5 ayat (1) 
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dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan 
Hutan). Ketentuan ini juga sesuai dengan bunyi Pasal 38 UU Nomor 41 
Tahun 1999 berbunyi: “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan 
pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam 
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung .” 
Berdasarkan ketentuan tersebut, jelaslah bahwa kawasan hutan dapat 
diubah peruntukannya, apabila kawasan hutan itu dimanfaatkan untuk 
kepentingan umum. 
Misalnya, untuk kepentingan waduk, jalan, pekuburan, instalasi 
“Microwave”, dan lain-lain.Untuk mengalihkan fungsi dan peruntukannya 
itu harus ada izin Menteri Kehutanan. 
 
4. PENUTUP 
4.1 Kesimpulan  
 Wakaf lingkungan dan hubungannya dengan pembangunan berkelanjutan 
dan keadilan antargenerasi. Wakaf adalah salah satu instrumen hukum Islam 
untuk menangani masalah ummat, salah satunya adalah masalah lingkungan 
yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan dan keadilan antargenerasi. 
Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan desain deskriptif analitik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf lingkungan mampu 
menyeimbangkan pembangunan serta kelestarian lingkungan yang 
mengarah pada pelestarian lingkungan yang berkelanjutan dan kesetaraan 
antargenerasi, di mana generasi mendatang masih dalam tingkat 
pemanfaatan yang sama dengan generasi sekarang, dalam hal variasi 
pilihan, kualitas, dan akses ke sumber daya alam. 
Hutan wakaf merupakan gerakan inovasi pelestarian lingkungan 
yang diawali dengan penggalan dana sukarela dari masyarakat yang 
hasilnya dibelikan lahan kritis untuk dihujaukan kembali menjadi hutan. 
Setelah lahan kritis kembali hijau dan memiliki nilai ekologis, akan 
diwakafkan untuk masyarakat desa dengan syarat hutan tersebut harus tetap 
dijaga dan tidak boleh dirusak Hutan Wakaf tidak hanya menjawab 
permasalahan kerusakan alam, namun juga membawa manfaat secara 
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ekonomi. Hal ini karena lahan yang dijadikan hutan wakaf akan ditanami 
aneka pohon bernilai ekonomi yang bisa dimanfaatkan masyarakat. 
Pertumbuhan penduduk dan kepentingan kapital yang semakin tinggi akan 
lahan telah memberi tekanan yang lebih serius terhadap lahan yang 
seharusnya dikonservasi. Banyak status lahan berubah fungsi. Ancaman 
utama terhadap hutan selama ini adalah konversi langsung untuk pembuatan 
pemukiman, jalan, perkebunan besar dan lainnya. Hektaran hutan yang 
dikelola negara sewaktu-waktu bisa saja dikonversi oleh rezim yang tengah 
berkuasa, apalagi dengan sebidang lahan yang dimiliki secara pribadi oleh 
masyarakat. Walaupun negara sebenarnya juga melarang konversi pada 
lahan-lahan tertentu, namun tidak ada jaminan bahwa rezim berikutnya 
tidak akan merubah aturan hukum yang telah ada. Kondisi target kami 
terfokus pada lahan kritis dan lahan potensial. Jika lahan kritis dibiarkan dan 
tidak ada perlakuan perbaikan, maka keadaan itu tidak bermanfaat bagi 
ekologi, hidrologi dan ekonomi masyarakat. 
4.2 Saran 
Dalam terjadinya banyak lahan tanah hutan yang di buka untuk segala 
macam manfaat untuk masyarakat sendiri tetapi banyak masyarakat tidak 
sadar akan hal peduli lingkungan terhadap makhluk sesama ciptaan Tuhan. 
Dan adanya wakaf hutan untuk melindungi dan legalitas di pemerintahan 
jelas untuk menjaga dan melestarikan hutan itu sendiri. Hak kepemilikan 
wakaf hutan sudah di jaga oleh wakif sebagai penanggung jawab penuh akan 
hal yang bersakutan oleh hukum yang berlaku sekarang dan hukum Islam di 
negara Indonesia menjadi suatu pokok perlindungan yang memiliki 
hubungan keadilan antargenerasi dan pelestarian lingkungan. 
Hutan adalah semua sumber daya alam yang melimpah akan hal 
kehidupan yang harus dijaga dari semua elemen masyarakat dan pemerintah 
akan sadar terhadap bagus atau baiknya lingkungan yang ditinggal oleh 
masyarakat dan pemerintah. Buatlah lingkungan sekitar akan hal kecil dari 
mengurangi penggunaan plastik,  dan pakai kantong kain atau tas selempang 
untuk membawa sesuatu yang berharga, mulailah bercocok tanam di sekitar 
lingkungan kita dan lahan-lahan hutan yang kritis dari pohon-pohon yang 
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ditebang untuk pemanfaatan dari masyarakat. Cintailah alam dan jangan 
mengambil sesuatu yang bukan hak kalian yang sudah diatur, bairlah alam 
hutan tetap lestari untuk generasi yang akan datang dan melihat hutan-hutan 
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